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RINGKASAN
Tri Bintang Gumelar, Hukum Kepidanaan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
Maret 2016, IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR :
53/PID.SUS/2015/PENGADILAN NEGERI BIREUEN TERKAIT PENJATUHAN
PIDANA PERCOBAAN ATAU BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA
MEREK, Dr. Yuliati,SH.,LL.M, Ardi Ferdian, SH, MKn.
Latar belakang pemilihan tema tersebut adalah adanya penjatuhan putusan
pindana percobaan pada tindak pidana merek yang dilakukan di Bireuen provinsi
Nanggroe Aceh Darusalam. Kita tahu bahwa dalam hal berbisnis, logo dan merek
yang dimiliki suatu perusahan merupakan suatu kebutuhan pokok untuk menentukan
suatu identitas suatu perusahan dan juga menjadikan daya jual tersendiri. Dari situasi
tersebut tentu beberapa pelaku usaha yang tentunya ingin instan dimana merek
dagangnya laku dengan sedikit bahkan banyak menjiplak merek yang sudah ada di
pasaran, dimana merek tersebut sudah laku sebelumnya. Dalam kasus yang dijadikan
tema penulisan ini bahwa terdakwa Ruslan Kasim bin (Alm) M. Kasim Mahmud
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan
sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek
terdaftar milik pihak lain dan terdakwa diputus dengan pidana percobaan atau pidana
bersyarat. Tentu hal tersebut tidak mencerminkan terciptanya hukum yang sesuai
dengan teori tujuan hukum. yaitu hukum harus mengandung kepastian, kemanfaatan,
dan juga keadilan.
Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute
approach). Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan
pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang diinventaris oleh penulis
dianalisis dengan teknik deskriptif yang diawali dengan mengelompokkan bahan
hukum yang sama dan kemudian diintepretasi untuk mengkaitkan makna dari setiap
bahan hukum yang telah diinventaris oleh penulis. Selanjutnya dianalisis dan
kemudian dihubungkan satu sama lain untuk mencari hubungan dari tiap bahan
hukum tersebut. Dengan menggunakan metode tersebut, penulis akan menemukan
implikasi yuridis putusan hakim nomor : 53/pid.sus/2015/Pengadilan Negeri Bireuen
terkait penjatuhan hukuman pidana percobaan atau pidana bersyarat pada tindak
pidana merek, yaitu bahwa implikasi dari penerapan pidana percobaan atau pidana
bersyarat dalam tindak pidana merek dirasa kurang dapat mencapai apa dari tujuan
adanya hukum itu sendiri.
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SUMMARY
Tri Bintang Gumelar, Criminal Law, Faculty of Law Brawijaya University, March
2016, JURIDICIAL IMPLICATION OF COURT DECISION NUMBER
53/PID.SUS/BIREUEN DISTRICT COURT RELATED TO CONDITIONAL
CRIMINAL PUNISHMENT IN BRAND CRIMINAL ACT, Dr. Yuliati,SH.,LL.M,
Ardi Ferdian, SH, MKn.
The background selection of themes is the trial imposition on criminal acts
committed brands in Bireuen,Nanggroe Aceh Darussalam province.We know that in
terms of business, logos and trademarks are owned by a company is a basic
requirement to determine an identity of a company and also makes the selling power
of its own. In this situation of course some businessmen who wants instantly sold the
brand with a small or big plagiarism from brands already on the market which is sold
before. In a case that made the theme of this paper that the defendant RuslanKasim
bin (Alm) M. Kasim Mahmud proven legally and convincingly guilty of committing
a crime intentionally and without right of using the same brand in principle with the
registered trademark of another party and the defendant terminated trial or conditional
imposition. Of course it does not reflect the extinction of law in accordance with the
theory of legal purposes that the law should contain a certainty, usefulness, and also
justice.
This research using normative juridical method. An approach method used in
statue approach. In addition to law approach, this study also uses case approach (case
approach).Legal materials inventoried by the authors analyzed with descriptive
technique that begins by classifying the same legal material and then interpreted to
relate the significance of any legal substance that has been inventoried by the author.
Then analyzed and then connected to each other to find the relationship of each
lawingredient material.Using these methods, the author will find the juridical
implications of the judge's decision number: 53 / pid.sus / 2015 /
PengadilanNegeriBireuen related on trial or conditional imposition on the crime of
the brand, namely that the implications of applying the trial or conditional imposition





Dalam hal berbisnis, logo dan merek yang dimiliki suatu perusahan
merupakan suatu kebutuhan pokok untuk menentukan suatu identitas suatu perusahan
dan juga menjadikan daya jual tersendiri. Dari situasi tersebut tentu beberapa pelaku
usaha yang tentunya ingin instan dimana merek dagangnya laku dengan sedikit
bahkan banyak menjiplak merek yang sudah ada di pasaran, dimana merek tersebut
sudah laku sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan menjanjikan keuntungan besar
yang akan didapat apabila mempergunakan merek yang sudah laku dari pada
menggunakan atau menciptakan merek barunya sendiri. Apalagi dalam keadaan
ekonomi seperti saat ini.
Dalam hal ini tentu alasan mengapa banyak industri memanfaatkan merek-
merek yang sudah laku dipasaran untuk produknya, salah satunya adalah agar laku di
pasaran dan juga tak perlu repot-repot mengurus nomor pendaftaran ke Direktorat
Jendral Hak Kekayaan Intelektual atau mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk
membangun nama produknya. Secara ekonomi memang memanfaatkan merek yang
sudah laku terlebih dulu dipasaran mendatangkan keuntungan yang cukup besar dan
fakta dilapangan membuktikan hal tersebut, selain itu juga didukung oleh daya beli
konsumen yang pas-pasan tetapi ingin tampil memukau.
Di Indonesia penggunaan merek milik pihak lain diatur dalam Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Selain dalam
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undang-undang tersebut, ada pula pasal yang berkaitan dengan merek dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 382bis serta pasal 393 ayat 1
(satu) dan 2 (dua). Merek itu sendiri dimana dijelaskan di dalam pasal 1 ayat (1)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, merek
adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan
warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang ataujasa. Jadi sudah jelas seharusnya
dimana merek satu perusahaan dengan perusahaan lain seharusnya berbeda. Karena
memang di dalamnya mengandung daya beda dengan perusahaan lain. Merek itu
sendiri dibedakan menjadi tiga bagian.dimana dijelaskan pada undang-undang nomor
15 tahun 2001 ada pula yang disebut merek dagang, merek jasa dan merek kolektif.
Dimana dijelaskan pada pasal 1 ayat (2) yaitu merek dagang adalah merek yang
digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang
secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang
sejenis lainnya. Pada pasal 1 ayat (3) nya yaitu merek jasa, dimana merek jasa adalah
Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa
orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa
sejenis lainnya. Dan yang terakir di pasal 1 ayat (4) yaitu merek kolektif, Merek
Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan
karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum
secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis
lainnya. Inti dari semuanya sama yaitu sebagai pembeda antara barang satu dan
barang lain yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan.
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Berikut adalah salah satu contoh kasus tentang merek, dimana kasusnya yang
terjadi di Kabupaten Bireuen Provinsi Nanggore Aceh Darussalam dengan terdakwa
Ruslan Kasim selaku direktur CV.Al-Mizan pada tahun 2005 memproduksi kecap
cap Siwah dengan gambar burung Siwah, akan tetapi kurang laku di pasaran. Pada
tahun 2013 terdakwa memproduksi lagi kecap dan dengan merek yang berbeda
dengan nama kecap cap Singa Aceh dengan gambar Singa dan uraian warna Kuning,
Biru, Merah dan Putih. Dalam hal ini terdakwa mengambil logo Singa dengan warna
Kuning, Biru, Merah dan Putih dari foto pada botol kecap Singa yang diproduksi
perusahaan Aneka Guna Langsa, dan terdakwa membawa foto tersebut ke percetakan
Al Kaisan Krueng di Kabupaten Aceh Utara untuk membuat merek tersebut.
Pada bulan Maret tepatnya tanggal 25 tahun 2013 terdakwa mengurus izin
mereknya tetapi sertifikatnya belum diperoleh. Tetapi terdakwa memperdagangkan
dan mendistribusikan kecap cap Singa Aceh yang diproduksi oleh perusahaan
miliknya. Pada tanggal 1 Oktober 2014 saksi Irwan dan Karifudin mendapat laporan
masyarakat bahwa terdakwa dengan perusahaan miliknya telah memproduksi kecap
dengan merek Cap Singa Aceh dengan merek kecap tersebut keseluruhan menyerupai
merek Cap Bola Singa milik saksi Murniaty Wan dengan uraian warna Biru, Merah,
Kuning, dan Putih. Sedangkan kecap merek Bola Singa sudah terdaftar di kementrian
Hukum dan Ham pada tanggal 15 November 2011 dengan nomor IDM000337130
dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dengan memproduksi kecap cap
Singa Aceh dengan warna Biru, Kuning, dan Putih yang menyerupai keseluruhan
dengan merek kecap milik saksi Murniaty Wan menyebabkan perusahaan kecap CV.
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Aneka Guna milik saksi Murniaty Wan yang telah terdaftar mengalami kesulitan
dalam menjual barang dan adanya komplain dari masyarakat. Dari posisi kasus yang
saya uraikan diatas tersebut terdakwa Ruslam Kasim didakwa telah melakukan tindak
pidana dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya
dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang/atau jasa sejenis yang
diproduksi dan/atau diperdagangkan.
Dari kasus tersebut terdakwa diputus sebagai berikut: Menyatakan terdakwa
RUSLAN KASIM Bin (Alm) M.KASIM MAHMUD terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak
menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik
pihak lain”;
1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun;
2. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada
putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana
melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua)
tahun berakhir;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1) 1 (satu) lembar surat permintaan pendaftaran merek tanggal 25
Maret 2013 atas nama RUSLAM KASIM, dikembalikan kepada
terdakwa;
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2) 1 (satu) botol kecap yang diproduksi CVAl-Mizan dengan merek
Kecap Singa Aceh dengan gambar singa dan uraian warna merah,
biru dan putih; dan
3) 1 (satu) botol kecap yang diproduksi CV Al-mizan dengan merek
Kecap Singa Aceh dengan gambar Singa; dirampas dan
dimusnahkan
4) 1 (satu) botolkecap yang diproduksi perusahaan kecap Aneka Guna
dengan merek Kecap Cap Singa dengan gambar Singa,
dikembalikan kepada pemiliknya;
5) 1 (satu) eksemplar harian “Serambi Indonesia” terbitan hari Selasa
tangga 19 Maret 2013 yang pada halaman 12 memuat Somasi
tentang Merek Dagang dan Hak Cipta atas nama Murniaty Wan;
tetap terlampir dalam berkas
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
2.000,00 (dua ribu rupiah).
Seperti kita tahu bahwa perkara merek lebih cenderung dibawa ke ranah
perdata, tetapi dalam kasus ini saksi murniaty wan sebagai pemegang hak atas merek
kecap cap singa membawanya ke ranah pidana. Dimana putusan yang dijatuhkan
kepada terdakwa Ruslan Kasim adalah pidana percobaan. Dimana pidana percobaan
atau bersyarat memiliki arti hukuman yang dijatuhkan dengan perjanjian. Maksutnya
ialah orang tetap dijatuhi hukuman, tetapi hukuman itu tidak usah dijalani, kecuali
jika dikemudian hari ternyata bahwa terdakwa tersebut belum habis masa
percobaanya berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh
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hakim kepadanya, jadi keputusan penjatuhan hukuman tetap ada, hanya pelaksanaan
hukuman itu tidak dilakukan. Maksud dari penjatuhan hukuman ini ialah untuk
memberi pelajaran bagi terdakwa dan memberi kesempatan kepada terdakwa untuk
memperbaiki diri dengan tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya
dengan penghargaan jika berhasil, hukuman yang dijatuhkan kepadanya tidak akan
dijalankan buat selama-lamanya.1
Sesuai dengan sifat sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras di
bandingkan dengan jenis-jenis sanksi  dalam berbagai bidang hukum yang lain,
idealnya fungsi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum
remidium). Pelaksanaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya
dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain dinilai sudah tidak efektif lagi.2
Dalam hal ini putusan yang diputuskan terhadap terdakwa Ruslan Kasim memang
hanya diputus percobaan atau pidana bersyarat, tetapi hal tersebut tidak ada efek bagi
korban atau saksi murniaty wan, seperti kita tahu dalam kasus tersebut saksi murniaty
wan menderita kerugian akibat dari perbuatan terdakwa dan terdakwa di putus dengan
pidana percobaan atau pidana bersyarat. Tentu tidak ada efek yang signifikan bagi
saksi murniaty wan dimana dia tetap saja menderita kerugian dengan tidak ada yang
menanggung kerugiannya. Dalam praktek, pidana percobaan atau bersyarat tentu
jenis tindakan ini hanya semata-matahanya menitik beratkan pada kepentingan
terdakwa saja, sedangkan kepentingan korbandan juga kepentingan masyarakat
diabaikan.
1R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,POLITEA,Bogor,1996 hlm 39
2 Mahrus Ali, DASAR-DASAR HUKUM PIDANA, Sinar Grafika,Jakarta, 2012 hlm 11
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Dari kejadian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai “IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR :
53/PID.SUS/2015/PENGADILAN NEGERI BIREUEN TERKAIT PENJATUHAN























































































































































Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan
dipecahkan dalam penelitian ini adalah :
Bagaimana implikasi yuridis putusan hakim nomor :
53/pid.sus/2015/Pengadilan Negeri Bireuen terkait penjatuhan pidana
percobaan atau bersyarat pada tindak pidana merek?
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C. TUJUAN PENELITIAN
Dalam suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan yang jelas dan pasti
tentang apa yang ingin dicapai dalam suatu penelitian tersebut. Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa implikasi yuridis putusan
hakim nomor : 53/pid.sus/2015/Pengadilan Negeri Bireuen terkait penjatuhan
pidana percobaan atau bersyarat pada tindak pidana merek.
D. MANFAAT PENELITIAN
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Secara Teoritis
Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan
bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai
implikasi yuridis putusan hakim nomor 53/pid.sus/2015/pengadilan negeri
bireuen terkait penjatuhan pidana percobaan atau bersyarat dalam tindak
pidana merek.
2. Secara praktis manfaat penulisan ini meliputi :
1. Bagi masyarakat
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperoleh wawasan
tentang implikasi yuridis putusan hakim nomor
53/pid.sus/2015/pengadilan negeri bireuen terkait penjatuhan pidana
percobaan atau bersyarat dalam tindak pidana merek.
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2. Bagi kalangan mahasiswa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu referensi
tambahan pengetahuan khususnya mahasiswa ilmu hukum yang
sedang mempelajari mengenai implikasi yuridis putusan hakim nomor
53/pid.sus/2015/pengadilan negeri bireuen terkait penjatuhan pidana
percobaan atau bersyarat dalam tindak pidana merek. Sehingga
diperoleh suatu hasil dalam sebuah laporan yang jelas, sistematis dan
mudah dipahami bagi semua.
3. Bagi Aparat Penegak Hukum
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak aparat
penegak hukum tentang implikasi yuridis putusan hakim nomor
53/pid.sus/2015/pengadilan negeri bireuen terkait penjatuhan pidana
percobaan atau bersyarat dalam tindak pidana merek.
E.SISTEMATIKA PENULISAN
1. Bab I : PENDAHULUAN
Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta
manfaat mengenai penelitian ini.
2. Bab II : KAJIAN PUSTAKA
Bab ini menjelaskan tentang kajian umum mengenai putusan, meliputi:
pengertian putusan; jenis-jenis putusan akhir pidana. Ada pula kajian umum
mengenai hakim, meliputi: pengertian hakim; tugas dan wewenang hakim;
tanggung jawab hakim. Kajian umum mengenai pidana percobaan atau
bersyarat. Kajian umum mengenai tindak pidana, meliputi: pengertian tindak
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pidana; unsur-unsur tindak pidana. Kajian umum mengenai merek, meliputi:
pengertian merek; fungsi merek
3. Bab III  : Metode Penelitian
Dalam bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penulisan
ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan
hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisis bahan hukum.
4. Bab IV : Hasil dan Pembahasan
Bab ini menjelaskan tentang hasil yang didapat dari penelitian yang
dilakukan sehubungan dengan implikasi yuridis putusan hakim nomor :
53/pid.sus/2015/Pengadilan Negeri Bireuen terkait penjatuhan pidana
percobaan atau bersyarat pada tindak pidana merek.
5. Bab V : Penutup
Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan
dan ditambah saran yang dapat digunakan apabila terjadi kasus seperti pada




1. Kajian Umum Tentang Putusan
a. Pengertian Putusan
Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan
dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.3
Menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana  (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan
hakim yang diucapkan dalam siding pengadilan terbuka, yang dapat berupa
pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.4
Putusan itu sendiri menurut undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman dikenal ada 3 (tiga) jenis putusan majeis hakim, yaitu sebagai
berikut :
a. Putusan unianimoust adalah jika semua anggota majelis hakim setuju
terhadap isi putusan, putusan ini juga disebut putusan bulat.
b. Putusan concurring opinion adalah jika semua anggota majelis hakim
setuju terhadap isi putusan secara bulat,tetapi ada sebagian anggota
majelis yang memiliki alas an yang berbeda
3Leden Marpaung, PROSES PENANGANAN PERKARA PIDANA Bagian  2, Sinar Grafika,
Jakarta,2010, hlm 129
4M.Karjadi, R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Politea, Bogor, 1997, hlm 4
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c. Putusan dissenting opinion adalah jika terhadap isi putusan yang
ditetapkan oleh majelis hakim, tetapi ada anggota majelis yang
sebenarnya sama sekali berbeda pandangan dan putusan dengan
majelis hakim secara keseluruhan.5
b. Jenis Putusan Akhir Pidana
Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang dihasilkan dari musyawarah
yang dilakukan oleh majelis hakim yang selanjutnya digunakan sebagai putusan akhir
pengadilan ada 3 (tiga), putusan tersebut antara lain :
1. Putusan bebas (pasal 191 ayat (1) KUHAP)
Putusan ini dijatuhkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kesalahan
terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (pasal 191 ayat (2) KUHAP)
Putusan ini dijatuhkan kepada perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa
terbukti, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan pemidanaan (pasal 193 ayat (1) KUHAP)
Putusan ini dijatuhkan apabila berdasar hasil pemeriksaan di siding
pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya
terbukti secara sah dan cukup meyakinkan.
Pidana adalah reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang dengan
sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik. Selain itu disebutkan pula bahwa
5 Abdul Kholiq,Struktur Badan Peradilan Di Indonesia: Bahan AjarKuliah Pengantar Hukum
Indonesia,Fakultas Hukum UII, Yogyakarta,2010 hlm 12
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pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim
dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.
Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana
yang ada dalam pasal 10 KUHP :6






2. Pidana Tambahan :
a. Pencabutan hak-hak tertentu;
b. Perampasan barang-barang tertentu;
c. Pengumuman putusan hakim
2. Kajian Umum Tentang Hakim
a. Pengertian Hakim
Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional.Kode
etik hakim disebut juga kode kehormatan Hakim. Selain itu, Hakim juga merupakan
pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang syarat dan tata cara
pengangkatan, pemberhentian dan pelaksanaan tugasnya ditentukan oleh Undang-
undang.
6Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,hlm 9
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Menurut Pasal 1 butir 8 KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan Negara
yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Sedangkan menurut
pasal 19 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam
undang-undang.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakim adalah orang yang mengadili
perkara (di pengadilan atau mahkamah), pendadilan da juri penilai.7
b. Tugas dan Wewenang Hakim
Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang sesuai yang
tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang peradilan umum, yaitu:
1. Pasal 2 ayat (1): Tugas pokok dari pada hakim adalah menerima, memeriksa
dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
2. Pasal 5 ayat (2): Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari
keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan
rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya
ringan.
3. Pasal 14 ayat (1): Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan
mengadili sesuatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas,
melainkan ia wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
7Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2004
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c. Tanggung Jawab Hakim
1. Tanggung Jawab Hakim Kepada Penguasa
Tanggung jawab hakim kepada penguasa (Negara) artinya telah melaksanakan
peradilan dengan baik, menghasilkan keputusan bermutu, dan berdampak positif bagi
bangs dan Negara.Melaksanakan peradilan dengan baik, peradilan dilaksanakan
sesuai dengan undand-undang, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan
kepatutan (equity).
Keadilan yang ditetapkan oleh hakim merupakan perwujudan nilai-nilai
undang-undang, hasil penghayatan nilai-nilai yang hidupdalam masyarakat, etika
moral masyarakat, dan tidak melanggar hak orang lain. Berdampak positif bagi
masyarakat dan Negara. Keputusan  hakim member manfaat kepadamasyarakat
sebagai keputusan yang dapat dijadikan panutan dan yurisprudensi serta masukan
pengembangan hukum nasional.
2. Tanggung Jawab Kepada Tuhan
Tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa artinya telah
melaksanakan perdilan sesuai dengan amanat Tuhan Yang Maha Esa yan diberikan
kepada manusia, menurut hukum kodrat manusia yang telah ditetapkan oleh Tuhan
melalui suara hati nuraninya.8
8Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Citra aditya Bakti, Bandung, 2007,
hlm 8-9
18
3. Kajian Umum Tentang Pidana Percobaan Atau Bersyarat
Pidana bersyarat biasa disebut juga dengan pidana percobaan. Dimana pidana
tersebut adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh hakim yang
pelaksanaanya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya pidana yang
dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalani pada terpidana selama
syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya dan pidana dapat dijalankan apabila
syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya.9
Selain pengertian diatas, Pengertian pidana bersyarat itu sendiri terdapat
beberapa pendapat di kalangan para ahli hukum salah satunya dari P.A.F Lamintang
dimana pidana bersyarat tersebtu adalah suatu pemidanaan yang pelaksanaanya oleh
hakim telah digantungkan pada syarat-syarat teretntu yang ditetapkan putusanya.10
Muladi juga menerangkan bahwa pidana bersyarat adalah suatu pidana, dalam
hal ini terpidana tidak perlu menjalani pidana tersebut kecuali apabila selama masa
percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah
ditentukan oleh pengadilan.11 Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara
tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang
telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani apabila terpidana
melanggar syarat-syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap
pelaksanaan pidana.12
9Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian1 ,PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,2012,hlm 54
10Bambang Waluyo,op.cit  hlm 53
11Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 2008, hlm 11
12Ibid, hlm 195
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Walaupun pidana dikenakan sebagai pembalasan terhadap perbuatan jahat
yang dilakukan, tetapi dalam perkembanganya penerapan pidana semakin didasarkan
pada nilai-nilai kemanusiaan dengan menghargai harkat martabat manusia. Pidana
sebisa mungkin diterapkan dengan cara tertentu, missal dengan adanya pidana
bersyarat ini sehingga terpidana masih dapat bersosialisasi kembali dalam
masyarakat. Sehingga pidana tidak lagi dipandang sebagai suatu penderitaan tapi juga
sebagai pembelajaran untuk berubah menjadi lebih baik kedepanya. Ketentuan yang
mengatur pidana percobaan atau bersyarat ada dalampasal 14a sampai dengan 14f
KUHP yang ditambhnkan dengan staatblad tahun1926 No.251 JO No.486 yang mulai
berlaku 1 Januari 1927.
Berdasar pasal 14a KUHP pidana bersyarat hanya dapat sijatuhkan apabila
dengan syarat-syarat :
a) Dalam putusan yang menjatuhkan piana penjara asallamanya tidak lebih dari
satu tahun.
b) Pidan bersyarat dapat dijatuhkan berkaitan dengan pidana kurungan sebagai
pidana pokok dan bukan pidana pengganti denda. Dalam kurungan lamanya
adalah satu tahun.
c) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hal menyangkut pidana denda
dengan batasan yaitu hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul
dirasakan oleh si terdakwa.
d) Bahwa pidana bersyarat hanya dapat diadakan jika hakim dapat berkeyakinan
sesudah dilakukan pemeriksaan yang teliti bahwa dapat dilakukan
pengawasan yang cukup terhadap orang yang dihukum itu dalam memenuhi
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syarat-syarat yang diperjanjikan dan tidak akan melakukan perbuatan-
perbuaan yang dapat dihukum.13
4. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana
a. Pengertian Tindak Pidana
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana
Belanda yaitu strafbaar feit. Di Indonesia penyebutan tentang strafbaar feit ada
banyak bentuknya. Ada yang menggunakan istilah tindak pidana, peristiwa pidana,
delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat
dihukum, dan perbuatan pidana.14
Istilah tindak pidana dipakai karena tumbuhnya dari pihak Kementrian
Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Kata “tindak” tidak
menunjukan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan
keadan konkrit, sebagaimana halnya peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah
kelakukan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikapjasmani seseorang.oleh karena
tindaksebagai kata tidak begitu dikenal maka dalam perundang-undangan yang
menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasalnya sendiri ataupun dalam
penjelasan hamper selalu dipakai pula kata perbuatan.15
Selain itu ada pula yang menyebut tindak pidana tersebut dengan peristiwa
pidana. Namun Moeljatno menolak menggunakan istilah peristiwa pidana karena
menurut pendapatnya peristiwa itu adalah pengertian konkret yang hanya menunjuk
kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya seseorang. Hukum
13Ibid
14Adami Chazawi, op.cit,hlm 67
15Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rieneka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 54
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pidanan tidak melarang matinya seseorang, tetapi melarang adanya matinya
seseorang karena perbuatan orang lain.16
Pompe merumuskan bahwa strafbaar feit itu sebenarmya adalah tidak lain
daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah
dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Vos merumuskan bahwa strafbaar
feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-
undangan. Sedangkan R.Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk
merumuskan atau member definisi yang tepat perihal peristiwa pidana,namun juga
beliau menarik suatu definisi yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana itu adalah
suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan
undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainya terhadap perbuatan man
diadakan tindakan penghukuman.
Dasar adanya perbuatan pidana adalah asaslegalitas. Dalam asas ini pertama
kali dirumuskan dalam pasal 8 Declaration des droits de I’homme et ductoyen
(1979). Dalam KUHP asas legalitas dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 yang
berbunyi, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan-ketentuan
pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebeum perbuatan dilakukan”.
Dimana inti dari hal tersebut adalah,
1. Ketentuan hukum pidana harus tertulis (dirumuskan dalamundang-undang)
2. Ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut (retro aktif)
Konsekuensi dari hukum pidana harustertulis adalah yang pertama suatu
perbuatan yang tidak dicantumkan sebagai tindak pidana dalam undang-
16Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta,Jakara, 2010 hlm 94
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undang tidak boleh dipidana. Kedua, dalam buku pidana tidak boleh dilakukan
penafsiran analogi, yang artinya memperluas berlakuknya suatu peraturan
dengan mengabstraksikannya ratio suatu peraturan dan kemudian menerapkan
kepada perbuatan konkret yang tidak diatur dalam undang-undang.
Dari berbagai rumusan diatas dapa diketahui bahwa tindakan pidana itu adalah
suatu peristiwa yang mempunyai syarat-syarat antara lain :
1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukisan di dalam ketentuan
hukum
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus
dapat dipertanggungjawabkan
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
5. Terhadap perbuatan tersebut tersedia ancaman hukuman dalam undang-
undang.17
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Asas Legalitas sampai sekarang tetap dipertahankan sebagai asas yang sangat
fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dang
pengembangan.18 Dalam hukum pidana unsur tersebut ada 2 (dua) yaitu unsure
subjektif dan unsure objektif. Dimana unsur subjektif adalah, unsur yang melekat
pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku,dan termasuk ke
17Adami Chazawi, op.cit. hlm 72-73
18Barda Namawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2004, hlm 88
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dalamnya yaitu segala yang terkandung di dalam hatinya.  Unsur subjektif dari tindak
pidana adalah :
1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang
dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang misalnya yang terdapat di dalam
kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak
pidana menurut pasal 308 KUHP.19
Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubunganya dengan keadaan-keadaan,
yaitu di dalam keadaan-keadaan man tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus
dilakukan. Unsur objektif tersebut meliputi :
1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas si pelaku misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri, di dalam
kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus
atau komisaris dari suatu perseroan terbatas, di dalam kejahatan menurut pasal
398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan
kenyataan sebagai akibat.20
19P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,Citra Aditya Bakti,Bandung, 2011, hlm
193
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5. Kajian Umum Tentang Merek
a. Pengertian Merek
Perkembangan merek serta dibentuknya merek kedalam sistem hukum di
Indonesia dimulai dengan diberlakukanya Undang-undang nomor 21 tahun 1961
tentang merek perusahaan dan merek perniagaan pada tanggal11 Oktober 1961 yang
diperbaiki menjadi Undang-Undang nomor 19tahun 1992 yang berlaku pada tanggal
1 April 1993, dan selanjutnya diubah kembali dengan Undang-undang nomor 14
tahun 1997 pada tanggal 17 Mei 1997 dan Undang-Undang yang terbaru mengenai
merek adalah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 yang berlaku sejak tanggal 1
Agustus 2001 hingga sekarang.21
Merek itu sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15
tahun 2001 tentang Merek adalah, tanda yang berupa gamba, nama, kata, huruf-huruf,
angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki
daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang ataujasa.
Sedangkan menurut molengraaf, merek yaitu sebuah barang tertentu yang
dipribadikan untuk menunjukan asalbarang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa
dibandingkan dengan barang barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh
orang atauperusahaan lain.22
Dari pengertian mengenai merek tersebut terdapat unsure-unsur merek
sebagai berikut :
20Ibid, hlm 194
21Suyud Margono & Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis,
Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 11
22Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
2003, hlm 164
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1. Suatu tandan yang diwujudkan dalam gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-
angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut.
2. Tanda tersebut digunakan dalam kegiatan perdagangan dan atau jasa
3. Tanda tersebut memilik daya pembeda dengan tanda-tanda yang digunakan
pada barang atau jasa sejenis lainya.23
b. Fungsi Merek
fungsi merek adalah untuk:
1. Membedakan dengan barang atau jasa sejenis (jati diri).
2. Menunjukan kualitas (mutu) barang atau jasa.
3. Sebagai sarana promosi (iklan).24
Pada  hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek
untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainya. Jadi suatu
merek memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk
perusahaan lainya.
2. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usulproduk, juga
secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan
produsenya, sekaligus member jaminan kualitas akan produk tersebut.
23Adami chazawi, Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Bayumedia
Publishing,Malang, 2007, hlm 146
24Sentosan Sembiring, Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di
Bidang Hak Cipta, Paten, Dan merek, CV Yrama Widya, Bandung, 2002, hlm 32
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3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan
produk baru dang mempertahankan reputasi produk lama yang
diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.
4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industry, yakni merek dapat
menunjang pertumbuhan industry melalui penanaman modal, baik asing
maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.25
c. Tindak Pidana Merek
1. Menggunakan Merek Yang Sama dengan Merek Terdaftar
Ketentuan yang mengatur hal tersebut terdapat dalam pasal 90 Undang-
Undang Merek tahun 2001. Dalam pasal ini disebutkan bagi setiap orang yang
melakukan tindakan dengan sengaja serta tanpa izin terhadap pemegang hak merek
terdaftar dengan menggunakan merek tersebut dengan cara sama pada keseluruhanya
terhadap merek yang sudah terdaftar tersebut akan di pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Menggunakan Merek Yang Sama Pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar
Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 91 Undang-Undang Merek tahun
2001. Dalam pasal ini disebutkan bagi siapa saja yang melakukan tindakan dengan
sengaja dan juga tanpa seizin pemegang merek menggunakan merek terdafrtar
tersebut dengan cara sama pada pokoknya, sehingga merek tersebut di jiplak tetapi
tidak semata mata mirip 100% (seratus persen) dengan merek yang sudah terdaftar.
25Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intellectual Property Right, Ghalia
Indonesia,Bogor , 2005, hlm 11
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Hal tersebut akan dikenai pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta
rupiah).
3.Menggunakan Tanda Yang Sama Pada Keseluruhan Dengan Indikasi-
Geografis Milik Pihak lain
Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 92 Undang-Undang Merek tahun
2001. Dalam ayat (1) nya terdapat dimana tindakan dengan sengaja dan tanpa hak
menggunkan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik
pihak lain dan yang sudah terdaftar. Hal tersebut akan dikenai sanksi pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
Pada ayat (2) nya perbedaanya hanya terdapat pada unsur objeknya. Dimana
pada ayat (1) adalah tanda yang sama pada keseluruhanya dengan indikasi geografis
milik pihak lain, sedangkan pada ayat (2) adalah tanda yang sama pada pokoknya
dengan indikasi geografis milik pihak lain.26
Pada ayat (3) nya menjelaskan mengenai pencantuman asal sebenarnya pada
barang hasil pelanggaran atau pencantuman kata yang menunjukan barang merupakan
tiruan dari barang terdaftar dan terlindungi berdasarkan indikasi-geografis
diberlakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2). Tindakan tersebut akan
dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus jutarupiah).
26Op.cit, Adami chazawi, hlm 156
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4. Menggunakan Tanda Yang dilindungi Berdasarkan Indikasi-asal Pada
Barang atau Jasa
Hal tersebut diatur dalam pasal 93 Undang-Undang Merek tahun 2001.
Unsurnya yaitu dengan sengaja tanpa hak menggunakan tanda yang
dilindungiberdasrkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat menyesatkan
masyarakat. Hal tersebut dapat dikenai sanksidengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta
rupiah).
5. Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa Hasil Pelanggaran Pasal 90, 91, 92,
atau 93
Ini diatur dalam pasal 94 Undang-Undang Merek Tahun 2001. Tindak pidana
ini serupa dengan penadahan atau (helling) pada pasal 480 KUHP. Namun dalam
pasal ini berbeda, dalam pasal 94 ini tindakan pidana tersebut bersifat khusus.
Kekhususan tersebut terletak pada keadaan dan sifat objek yang mengaturnya. Dalam
hal ini unsurnya yaitu memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut
diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran pasal 90, 91, 92, dan
93. Tindakan ini dapat dijatuhi sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 1





Jenis peneltian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif.
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma hukum
positif. Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini dapat dilihat
dari dua aspek yaitu dari aspek yuridis penelitian ini mencoba mengkaji hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dari aspek normatif yaitu
mencoba menganalisis permasalahn yang ada pada norma tersebut.
B. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
perundang-undangan. Dalam penelitian normatif tentu harus menggunakan
pendekatan perundang-undangan, karena aspek yang akan diteliti adalah berbagai
aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema penelitian.27
Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan
pendekatan kasus (case approach) yang mempunyai tujuan untuk mempelajari
penerapan norma-norma yang dilakukan dalam praktik hukum. pendekatan jenis ini
biasa digunakan mengenai kasus-kasus yang telah diputus. Kasus kasus tersebut
bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat
dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam
27Johnny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum cetakan ke 3, Bayumedia Publishing,
Malang, 2007
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suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya unutk
bahan masukan dalam eksplenasi hukum.28
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
a. Bahan hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya terdiri dari norma-norma,
dimana bahan hukum primer dapat meberikan pemahaman atas bahan hukum yang
lainya. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
2. Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2015/Pengadilan Negeri Bireuen
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
b. Bahan Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat memberikan
penjelasan atau bersifat menunjang terhadap bahan hukum primer. Penelitian ini
bahan hukumsekundernya adalah :
1. Pendapat para ahli hukum.
2. Pendapat para ahli merek.
3. Buku-buku






8. Tulisan-tulisan yang berkaitan
c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang member penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Besar
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum
Teknik penelusuran bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan
dengan penelusuran studi kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-
undangan tentang merek. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literature-literatur di
perpustakaan pusat brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukm (PDIH) Fakultas
Hukum Universitas Brwaijaya, koleksi pribadi penulis, mengunduh dari internet baik
mengutip ataupun hanya digunakan sebagai gagasan saja.
E. Teknik Analisis Bahan
Bahan hukum yang telah diperoleh berupa sudi kepustakaan peraturan
perundang-undangan dan artikel yang digunakan, diuraikansedemikian rupa,
dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan dan dipaparkan
secara komprehensif.29
Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskirptif analisis,
dimana menggambarkan dan menganalisis fakta hukum berupa bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
F. Defisi Konseptual
Agar tidak terjadi salah penafsiran maka penulis memberikan definisi
konseptual sebagai berikut :
29Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008 hlm 86
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a) Implikasi yuridis adalah pengaruh kuat hukum yang mendatangkan akibat,
baik negatif ataupun positif
b) Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam siding
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari
segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini.
c) Pidana percobaan atau bersyarat adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana
oleh hakim yang pelaksanaanya digantungkan pada syarat-syarat tertentu.
d) Tindak Pidana Merek adalah tindak pidana yang secara yuridis diatur dalam




A. Implikasi Yuridis Penjatuhan Pidana Percobaan Atau Bersyarat dalam
Tindak Pidana Merek
Hukum mengenai merek di Indonesia pertama diatur oleh Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merak Perniagaan yang biasa
disingat UU merek 1961. Undang-Undang tersebut dignakan di Indonesia selama 31
tahun sebelum diganti oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang kemudian
disebut UU Merek 1992. UU Merek 1961 diganti UU Merek 1992 karena dalam UU
Merek 1961 dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat mengenai
peraturan yang mengatur tentang merek.
Setelah berlakunya UU Merek 1992, terjadi pergantian undang-undang lagi
yang mana UU Merek 1992 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, yang
kemudian disebut dengan UU Merek 1997.
Yang terakhir Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 diganti lagi dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Undang-Undang ini dibentuk karena
permasalahan mengenai merek sudah semakin kompleks, dan juga digunakan untuk
menjaga persaingan usaha yang sehat antar pengusaha di Indonesia. Undang-Undang
Merek tahun 2001 ini dianggap telah memenuhi standar yang sama dengan peraturan
perundang-undangan yang dimiliki oleh Negara lain.
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Dalam hal ini merek dibagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu antara lain
merek dagang dan merek jasa. Merek dagang itu sendiri adalah merek yang
digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang
secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang
sejenis lainya.30 Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan
hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainya.31
Selain itu ada juga doktrin tentang merek yang membagi merek menjadi
merek Tradisional dan Merek Non-Tradisional. Merek tradisional adalah merek yang
mencakup segala tanda, label, tiket,nama, kata, huruf,angka, dan kombinasi dari hal
tesebut.32 Dan merek Non-Tradisional adalah merek yang mencakup Merek tiga
dimensi seperti bentuk barang atau kemasan, merek suara, merek hologram, merek
gerakan, merek posisi, merek slogan,merek bau, merek rasa, dan merek sentuhan.33
Kita tahu bahwa merek merupakan hal yang sangat penting bagi suatu
perusahaan karena dari merek tersebut identitas perusahaan bisa dikenal. Sehingga
sudah barang tentu merek suatu perusahaan dilindungi eksistensinya untuk kelancaran
perusahaan pemilik merek itu sendiri. Dalam hal ini ada kasus yang mendasari
penulisan skripsi ini.
30Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta,
2003 hlm 87
31Ibid
32Bagus Satrio Lestanto, Konsep Perlindungan Merek Tiga Dimensi (Three Dimensional Marks) :




Posisi kasus dalam kasus ini bahwa pada tahun 2005 terdakwa Ruslan Kasim
bin (Alm) M. Kasim Mahmud memproduksi kecap cap siwah dengan gambar burung
Siwah.Merek milik terdakwa tersebu kurang laku dipasaran sehingga Terdakwa
membutuhkan merek kecap yang lain untuk memproduksi kecap supaya laku di
pasaran. Pada bulan Maret 2013 Terdakwa Ruslan Kasim bin (alm) M. Kasim
mendesain untuk merek kecap yang akan diproduksi oleh perusahaan miliknya yakni
CV.Al Mizan dan membuat merek kecap dengan nama Cap Singa Aceh dengan
gambar singa dan uraian warna Kuning, Biru, Merah dan Putih.
Selanjutnya Terdakwa mencetak merek kecap dengan merek Singa Aceh
uraian warna Kuning, Biru, Merah dan Putih, Terdakwa mengambil photo pada botol
kecap Singa yang diproduksi perusahaan Aneka Guna Langsa, lalu terdakwa
membawa photo tersebut ke percetakan Al Kaisan Krueng Geukuh Kabupaten Aceh
Utara untuk membuat Merek tersebut
Merek dengan nama kecap cap Singa dengan gambar Singa dan uraian Warna
Kuning, Biru,Merah dan Putih yang dibuat oleh terdakwa belum memilik sertifikat
dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Terdakwa mengurus izin pada
tanggal 25 Maret 2013 namun sertifikat dimaksud belum diperoleh. Pada bulan Maret
2013 terdakwa menggunakan merek dengan nama Kecap Cap Singa Aceh dengan
gambar Singa dan uraian warna Kuning, Biru, Merah dan Putih supaya mudah untuk
melakukan pemasaran.
Terdakwa mendistribusikan kecap cap Singa Aceh yang diproduksi oleh
perusahaan miliknya yakni CV. Al-Mizan di wilayah Bireuen, Kabupaten Pidie,
Kabupaten Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, Kab. Aceh Tengah dan Kota Banda
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Aceh. Terdakwa mendistribusikan sendiri kecap Cap Singa Aceh yang diproduksi
oleh perusahaan miliknya yakni CV Al-Mizan.
Pada tanggal 1 Oktober 2014 saksi Irwan alias Wan dan saksi Karifudin Ciawi
mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa dengan perusahaan CV Al-Mizan
telah memproduksi kecap dengan merek Cap Singa Aceh di Pasar Krueng Geukuh
Kabupaten Aceh Utara, dimana merekkecap tersebut keseluruhan menyerupai merek
cap Bola Singa milik saksi Murniaty Wan dengan uraian warna Biru, Merah, Kuning
dan Putih.
Dari kejadian itu terdakwa tetap memproduksi kecap dengan merek CapSinga
Aceh denganwarna Biru, Kuning, Merah, Putih serta menjual ke pasar walaupun
saksi Murniaty Wan telah melakukan somasi melalui media Harian Serambi
Indonesia agar terdakwa tidak memproduksi lagi kecap dengan merek keseluruhan
sama dengan merek cap Bola Singa dengan Warna Biru, Kuning, Merah dan Putih
milik saksi Murniaty Wan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM pada
tanggal 15 November 2011 dengan nomor pendaftaran IDM000337130 dengan
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
Akibat dari perbuatan terdakwa dengan memproduksi kecap Cap Singa Aceh
dengan warna Biru, Kuning, Merah dan Putih yang menyerupai keseluruhan dengan
merek kecap milik saksi Murniaty Wan menyebabkan perusahaan kecap CV Aneka
Guna  milik saksi Murniaty Wan yang telah terdaftar mengalami kesulitan dalam
menjual kecap dan banyak complain dari masyarakat.
Dari posisi kasus yang sudah dijelaskan tentutelah terjadi suatu peristiwa
pidana. Karena terdakwa dianggaptelah melanggar undang-undang nomor 15 tahun
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2001 tentang merek. Peristiwa pidana itu sendiri menurut pompei adalah suatu
tindakan yang menurut suatu undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang
dapat dihukum.selain pompei vos juga berpendapat jika peristiwa pidana adalah
kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.34
Dari kasus yang dijelaskan diatas akhirnya terdakwa digugat oleh saksi
Murniaty Wan dan terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana merek. Dimana
yang pertama terdakwa didakwa telah dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek
yang sama dengan keseluruhanya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk
barang/jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Yang kedua terdakwa
didakwa telah dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada
pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang/jasa sejenis yang
diproduksi dan/atau diperdagangkan.
Hal yang membuktikan atau yang meyakinkan bahwa terdakwa bersalah
dimana unsur subjektif dan unsur objektif pasal yang didakwakan memang terdapat
dalam terdakwa. Dimana unsur-unsurnya adalah :
1. Barang siapa;
2. Menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik
pihak lain untuk/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
3. Dengan sengaja tanpa hak;
34op.cit, Adami Chazawi, hlm 72
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Berikut penjelasanya :
Yang pertama adalah Barang siapa, Bahwa barang siapa adalah siapa saja
sebagai subjek hukum yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan
perbuatan yang telah dilakukanya dalam keadaan sehat akal fikiranya, bukan
termasuk orang yang pertumbuhan akalnya tidak sempurna atau sakit jiwa,
sebagaimana dijelaskan pada pasal 44ayat 1 (satu) KUHP. Melihat bahwa di
persidangan terdakwa membenarkan identitasnya dan ia terlihat seperti dalam
keadaan sehat jasmani maupun rohani seperti yang dijelaskan dalam putusan nomor:
53/PID.SUS/2015/Pengadilan Negeri Bireuen. Dengan begitu, maka unsur subjek
hukum ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa.
Kedua, Menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek
terdaftar milik pihak lain untuk barang/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan. Menggunakan dalam hal ini bisa dikatakan dengan memakai,
sedangkan merek itu sendiri adalah menurut pasal 1 angka 1 undang-undang merek
tahun 2001 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,
susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya
pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang ataujasa. Dan merek
terdaftar menurut undang-undang merek tahun 2001 adalah apabila merek tersebut
telah diajukan permohonan pendaftaran mereknya kepada Direktorat Merek pada
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
dan telah terbit sertifikat merek kepada pemohonya.
Sedangkan persamaan pada pokoknya adalah menurut pasal 6 ayat 1 (satu)
huruf a undang-undang merek tahun 2001 adalah kemiripan yang disebabkan adanya
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unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain yang dapat
menimbulkan kesan adanya persamaan baik bentuk, penempatan, penulisan atau
kombinasi antar unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam
merek-merek tersebut. Dengan begini unsur kedua ini telah terpenuhi menurut
hukum.
Yang ketiga adalah Dengan sengaja tanpa hak merupakan sifat melawan
hukum, sifat melawan hukum ini harus dibuktikan. Membuktikan sifat melawan
hukum ialah membuktikan bahwa si pembuat tidak mendapat izin dari pemegang
merek yang terdaftar. Dalam hal membuktikan ini tidak susah, dimana selama tidak
ada perjanjian antara pemilik merek dan terdakwa dalam hal untuk penggunaan
merek, sudah barang tentu unsure melawan hukum tanpa hak tersebut telah terbukti.35
Dalam putusan nomor: 53/PID.SUS/2015/Pengadilan Negeri Bireuen
disebutkan bahwa dalam unsur ini terdakwa melakukan perbuatan yang
dikehendakinya (willen) dan mengetahui (weten) perbuatan yang dilakukanya itu
dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang ia kehendaki. Perbuatan yang dilakukan
terdakwa tersebut adalah tanpahak karena secara hukum bertentangan dengan
peraturan perundang-udangan mengenai merek. Sehingga sudah barang tentu unsur
ketiga ini sudah terpenuhi menurut hukum.
Dari dakwaan-dakwaan dan unsur-unsur yang diuraikan tersebut, terdakwa
diputus dengan pidana percoboan atau pidana bersyarat. melihat dari putusan yang
dijatuhkan kepada Terdakwa dijatuhi putusan tersebut dengan berbagai
35Op.cit, Adami Chazawi, hlm 149
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pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim. Dimana pertimbangan
tersebut antara lain :
1. Mempertimbangkan keadaan terdakwa;
2. Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan;
3. Mempertimbangkan keterkaitan dengan pasal 91 Undang-Undang Republik
Indonesia nomor 15 tahun 2001 tentang Merek
Menghindari sifat pembalasan atau sampai mematikan usaha terdakwa
Dari dakwaan-dakwaan dan pertimbangan-pertimbangan hakim maka
terdakwa dijatuhi putusan oleh hakim yang berbunyi antara lain :
1. Menyatakan terdakwa Ruslan Kasim Bin (alm) M.Kasim Mahmud terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan
sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan
merek terdaftar milik pihak lain.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada
putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan
suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
a. 1 (satu) lembar surat permintaan pendaftaran merek tanggal 25 Maret
2013 atas nama Ruslan Kasim, dikembalikan kepada terdakwa
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b. 1 (satu) botol kecap yang diproduksi CV Al Mizan dengan merek
kecap singa aceh dengan gambar singa dan uraian warna merah, biru,
dan putih
c. 1 (satu) botol kecap yang diproduksi CV Al Mizan dengan merek
Kecap Singa Aceh dengan gambar Singa; dirampas untuk
dimusnahkan
d. 1 (satu) botol kecap yang diproduksi perusahaan kecap aneka guna
dengan merek kecap cap singa dengan gambar singa, dikembalikan
kepada pemiliknya.
e. 1 (satu) eksemplar harian “Serambi Indonesia” terbitan hari selasa
tanggal 19 Maret 2013 yang pada halaman 12 memuat somasi tentang
Merek Dagang dan Hak Cipta atas nama Murniaty Wan
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah)
Hukum bertujuan untuk dapat memenuhi berbagai karya yang oleh Radbruch
kepastian hukum, kemanfaatan, dan juga keadilan disebut juga sebagai nilai-nilai
dasar hukum.36 Sesuai hal tersebut jika ingin tercipta situasi hukum yang baik dalam
suatu Negara, tentu ketiganya harus berjalan beriiringan tanpa ada yang lebih
ditonjolkan. Karena masing-masing mempunyai tujuan dan tuntutan sendiri-sendiri.
Apabila kita lebih berpegang pada nilai kepastian hukum maka sebagai nilai
tentu hal tersebut akan menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena dalam
36Op.cit, Chainur Arrasjid, hlm 17
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kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri, dimana peraturan
tersebut memenuhi rasakeadilan dan mempunyai kemanfaatan bagi masyarakat atau
tidak.
Sedangkan bila cenderung berpegang pada nilai kegunaan atau kemanfaatan
saja maka tentu hal tersebut dapat menggeser nilai keadilan dan kepastian hukum itu
sendiri. Karena yang terpenting nilai kegunaan ini adalah apakah hukum tersebut
bermanfaat bagi masyarakat.
Demikian pula jika kita hanya berpegang pada hal keadilan. Tentu sebagai
nilai ia akan menggeser nilai kegunaan dan juga kepastian hukum. Karena sesuatu
yang disebut adil belum tentu dapat dikatakan sesuai dengan kenyataan yang ada dan
juga dengan kepastian hukum yang berlaku.37
Ketiga hal tersebut jika dipenhui tentu sebagai nilai dasar dan tujuan hukum,
hukum akan dapat bejalan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan hukum itu sendiri
menurut Van Apeldoorn adalah mengatur tata tertib yang ada dalam masyarakat
dengan cara yang adil dan damai. Perdamaian yang ada dalam masyarakat harus
diatur oleh hukum dibatasi oleh hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan




Dari putusan tersebut penulis akan melakukan suatu analisa dimana dari
putusan tersebut menurut saya tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar hukum dan tujuan
hukum.Adapun hal-hal yang dikesampingkan sesuai dengan tujuan hukum antara
lain:
1. Terkesampingkanya kepastian hukum;
2. Tidak terpenuhinya asas kemanfaatan;
3. Tidak terpenuhinya keadilan;
1. Terkesampingkanya Kepastian Hukum
Seperti yang kita tahu dalam tujuan hukum terdapat yang disebut dengan
kepastian hukum. dimana kepastian hukum itu sendiri menurut Utrecht adalah hukum
bertugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, dimana
hukum menjamin kepada pihak yang satu dengan yang lainya dengan kepastian yang
konkret.39
Penulis beranggapan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim tesebut tidak
mengandung kepastian hukum, dimana menurut pasal 91 Undang-Undang Merek
tahun 2001 tersebut terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan. Tetapi
justru dalam hal ini hakim hanya tidak menjatuhkan penjara dan hanya menjatuhkan
dengan pidana percobaan selama 1 (satu) tahun.
Tentu hal itu tidak mencerminkan yang mana dijelaskan bahwa pidana
menurut Soedarto adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang
39Ibid, hlm 42
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melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.40 Hakim di Indonesia
dituntut untuk dapat menjalankan undang-undang, namun dalam undang-undang
dirasakan sudah tidak selaras lagi dengan perkembangan, hakim dapat menggunakan
perasaan hukum (rechtsgevoel) atau hati nurani agar putusanya dirasakan adil dalam
konteks situasi dan kondisi tertentu.
Dalam menjalankan tugasnya hakim memang berhak menjalankan dengan
kebebasanya. Dimana hakim menjalankan kebebasan dalam memutus perkara yang
dihadapi namun tetap terikat dengan undang-undang, serta kepatutan dan undang-
undang sendiri juga mengikat hakim.41
Tentu dalam hal tersebut hakim hanya menggunakan hati nurani tersebut
mengenai putusan ini hakim hanya menggunakan hati nurani untuk memutuskan
terdakwa tetapi tidak ememikirkan yang dihadapi oleh korban. Dimana korban dalam
hal ini juga dirugikan secara materiil dan kita tahu bahwa hak merek termasuk Hak
Kekayaan Intelektual yang harus dijaga keberadaanya. Dimana dalam hak merek itu
sendiri terdapat hak Ekslusif yang diberikan kepada pihak yang telah mendaftarkan
mereknya kepada Direktorat Jendrat Haki.
Hakim seharusnya diharapkan dapat memberikan putusan yang bertujuan
untuk menciptakan kepastian hukum (rechtszakerheid/legal certainty). Perwujudan
kepastian hukum tersebut sebagai tujuan dari penegakan hukum.42 Dapat dilihat dari
putusan tersebut bahwa terdakwa dijatuhi hukuman menurut pasal 91 undang-undang
Merek tahun 2001. Dimana pasal tersebut berbunyi:
40M.Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 4
41Soejono Dirjdosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm 160
42Op.cit M.Ali Zaidan , hlm 13
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“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama
pada pokoknya dengan Merek terdaftarmilik pihak lain untuk barang dan/atau
jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana denganpidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”43
Tentu dengan hakim hanya menjatuhkan putusan percobaan hal tersebut tidak
sesuai denganpasal 91 undang-undang merek tahun 2001 tersebut. Hakim seharusnya
mengingat akan adanya asas semua orang dianggap tahu hukum. dimana terdakwa
dianggap mengerti bahwa tindakan yang ia lakukan tersebut bertentangan dengan
hukum. Dalam persidangan sendiri terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa
memang sengaja datang ke percetakan untuk mencetak merek sehingga hal tersebut
memang terdakwa kehendaki kejadiannya. Hal tersebut harusnya menjadi acuan
hakim untuk menggunakan pertimbanganya terhadap keadaan korban juga.
Seperti kita tahu secara umum bahwa tujuan dari hukum pidana adalah
melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang
tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang.
Pidana tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan masyarakat, tetapi juga
kepada indvidu. Sehingga dari hal tersebut dapat tercipta keseimbangan.44
Hak Merek termasuk dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual atau yang biasa
disebut HAKI, HAKI merupakan hakpemberian dari masyarakat umum yang
keberadaanya dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Hak Asasi tidak melulu
43Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
44Op.cit, Mahrus Ali, hlm 13
46
hanya berkonteks nyawa manusia saja. HAKI merupakan Hak Asasi. Sehingga
kebaradaanya sangat penting dan sangat perlu untuk dilindungi.45
Perlindungan merek merupakan suatu bentuk kepastian hukum. Hal tersebut
tentunya diperlukan pemerintah untuk dapat menarik investor-investor asing dan juga
pengusaha kecil untuk dapat memperbesar perusahaanya. Tentu untuk memajukan
suatu perusahaan kecil atau menarik investor asing, diperlukan suatu kepastian
hukum untuk kelangsungan usahanya.46
Kepastian hukum tersebut tentunya juga mengharapkan penegakan hukum
yang dirasakan masih kurang. Bertolak pada aliran hukum yang disebut aliran hukum
neo-Klasik, dimana suatu pidana harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
secara seimbang baik fakta tindakan pidana yang dilakukan pelaku dan kondisi
subjektif pelaku itu sendiri.47
Dengan demikian dari hal tersebut dapat melahirkan suatu keyakinan bahwa
pelaku atau terdakwa tersebut pantas untuk dicela, dicela dalam artian yaitu dalam
bentuk pengenaan pidana kepada terdakwa.48
Kondisi ini juga dapat diperkuat dengan adanya teori teori pemidanaan. Teori
pemidanaan ada 3 (tiga), teori absolute, teori relative dan teori gabungan.49 Dalam hal
ini saya menggunakan teori gabungan. Yaitu dengan teori gabungan terdakwa
45Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 38
46Ibid, hlm 98
47Op.cit, Mahrus Ali, hlm 17
48 Ibid, hlm 18
49Op.cit, Adami Chazawi, hlm 157
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harusnya mendapatkan suatu pembalasan dari perbuatanya. Selain itu seharusnya
terdakwa di hukum pidana guna menciptakan suatu tata tertib dalam masyarakat.50
Teori ini juga didukung oleh Vos, dimana Vos berpandangan bahwa daya
yang menakut-nakuti dari pidana tidak hanya terdapat pada pencegahan umum saja
dimana tidak hanya pada ancaman pidananya saja tetapi juga pada penjatuhan pidana
secara konkret oleh hakim.51
Dalam hal kepastian hukum memang dirasa cukup penting juga untuk
menegakan hukum itu sendiri. Karena seperti juga yang disebutkan oleh Theo
Huijbers bahwa kepastian hukum merupkan sesuatu yang harus ada apabila keadilan
dan ketenteraman hendak diciptakan. Karena mustahil menciptakan keadilan dan juga
ketertiban apabila kepastian hukum tidak dipelihara dengan baik.52 Terpelihara disini
maksutnya adalah dengan :
1. Adanya perundang-undangan yang jelas;
2. Perundang-undangan tersebut diterapkan dengan baik dan benar baik
oleh hakim ataupun petugas hukum lainya
Sehingga dari putusan yang diambil hakim tersebut,perwujudan kepastian
hukum tersebut sebagai tujuan dari penegakan hukum belom dapat tercapai.
50Ibid, hlm 167
51Ibid, hlm 168
52Op.cit, Abdul Rachmad Budiono, hlm 22
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2. Tidak Terpenuhinya Asas Kemanfaatan
Tujuan hukum kedua yaitu kemanfaatan. Seperti yang disebutkan dalam bab
sebelumnya bahwa tujuan hukum salah satunya adalah kemanfaatan. Teori ini
dikemukakan oleh Bentham. Teori ini disebut juga teori Utiliitis. Bentham dalam
bukunya yang berjudul “Introduction to the morals and legislation” menyebutkan
bahwa tujuan dari hukum adalah untuk mewujudkan apa-apa yang berfaedah untuk
manusia. Dalam hal ini hukum bertujuan untuk menjamin terciptanya kebahagiaan
kepada setiap orang.53
Teori ini berhubungan dengan putusan yang ada dalam skripsi ini. Dimana
mengacu pada tujuan hukum itu sendiri yang harus ada kemanfaatan didalamnya,
putusan ini tentu tidak ada manfaat bagi korban. Karena kita tahu bahwa dengan
tujuan hukum harus membawa kemanfaatan bagi semua orang tetapi tidak demikian
dengan korban. Seperti kita tahu pada posisi kasus yang sudah diuraikan diatas bahwa
terdakwa mengakui memang meniru atau menjiplak merek terdaftar milik Murniaty
Wan dikarenakan merek milik Murniaty Wan telah laku dipasaran danmerek milik
terdakwa belum.
Tentu hal tersebut bukanlah itikad baik yang dilakukan oleh terdakwa.
Seorang pengusaha yang beritikad baik dalam hal persaingan tidak jujur
menggunakan cara berwujud upaya-upaya menggunakan merek dengan meniru
merek terkenal (well know trade mark) yang telah ada sehingga merek yang secara
pokonya sama dengan merek atas barang dan atau jasa yang sudah ada dengan tujuan
53Op.cit, C.S.T Kansil, hlm 17
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menimbulkan kesan kepada khalayak umum bahwa seolah-olah barang atau jasa yang
diproduksinya itu sama dengan barang atau jasa yang sudah lebih dulu terkenal.bh
Merek sendiri harus didaftarkan sesuai dengan itikad baik dengan yang ada
dalam si pendaftar itu sendiri. Jika sesorang mencoba mendaftarkan merek yang
disadarinya sebagai merek milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain,
merek tersebut tidak dapat didaftarkan.54 Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 4
Undang-Undang Merek tahun 2001.
Seperti kita tahu bahwa hak merek termasuk dalam Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI). HAKI merupkan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum
kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan
intelektual manusia.55
Pemilik merek yang mengetahui mereknya ditiru oleh pihak lain tentu tidak
dapat menerima perlakuan tersebut. Karena sudah barang tentu ia dirugikan baik
secara moril ataupun juga materiil. Kerugian secara moril disini maksutnya adalah
dimana merek yang sudah ia pikirkan pembuatanya, membutuhkan biaya pikiran dan
waktu, tetapi dengan begitu saja diambil oleh pihak lain tanpa ada izin penggunan
sebelumnya.56
Sedangkan tentang kerugianmateriil itu dikarenakan adanya merek yang sama
atau mirip dengan mirikyang telah didaftarkan sebeumnya, tentu kejadian tersebut
telah terjadi persaingan yang tidak sehat dan mengakibatkan pemilik merek terdaftar
54Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomy Suryo, Hak Kekayaan Intelektual suatu
pengantar, Alumni, Bandung, 2002, hlm 141
55Khoirul Hidayah, Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual), UIN-Maliki Press, 2013, hlm 2
56Gatot Supramono, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia, Rineka Cipta,
Jakarta, 2008, hlm 48
50
mengalami banyak complain dari masyarakat dan tentunya ha tersebut membuta
omset penjualan mereknya menurun.57
Merek itu sendiri merupakan daya pembeda atas barang atau jasa bagi suatu
perusahaan dengan perusahaan yang lain. Oleh sebab itu sudah barang tentu merek
tersebut tidak boleh ada kesamaan dengan merek lain,baik keseluruhan atau sama
pada pokoknya.58
Merek sebagai salah satu karya intelektual memiliki peran penting bagi
kelancaran dan juga peningkatan perdagangan suatu perusahaan. Merek dapat
memenuhikebutuhan konsumen akan tanda pengenal dan daya pembeda yang sangat
penting dan juga sebagai jaminan kualitas dalam suatu persaingan usaha.59
Penjelasan lain tentang pentingnya perlindungan bagi merek itu sendiri
dimana merek selain sebagai harta kekayaan suatu pengusaha (pemilik merek), merek
juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari terjadinya penipuan kualitas.
Tentu konsumen akan merasa dirugikan apabila merek yang dianggap berkualitas
ternyata nyatanya diproduksi oleh pihak lain dengan kualitas rendah. Tentu hal
tersebut dapat menurunkan reputasi suatu perusahaan yang memiliki merek
tersebut.60
Hak atas merek menurut undang-undang merek adalah hak eksklusif. Hak
ekslusif yang diberikan terhadap pengusaha sebagai pemilik merek tersebut oleh
Negara yang diberikan dalam jangkawaktu tertentu dengan menggunakan sendiri
57Ibid, Gatot Supramono
58Op.cit, Adrian Sutedi, hlm 91
59Ibid, 92
60Op.cit, Khoirul Hidayah,  hlm 72
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merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakanya.
Jangka waktu perlindungan yang diberikan terhadap pemilik merek tersebut adalah
10 tahun, dan dapat diperpanjang. Seperti yang di jelaskan pada pasal 28 undang-
undang merek tahun 2001.61
Melihat dari putusan yang dianalisa dalam penulisan skripsi ini tentu sudah
terlihat bahwa hak atas merek korban tidak terlindungi. Karena merujuk kepada
berbagai hal yang menjelaskan pentingnya merek dan perlindunganya itu sendiri
sudah jelas hak-hak korban tidak terpenuhi.
Selain itu kejadian yang telah dilakukan terdakwa juga telah meresahkan
masyarakat dimana dijelaskan dalam putusan bahwa sempat terjadi komplain
masyarakat yang mana masyarakat bingung dengan keaslian antara kecap yang
diproduksi terdakwa dan milik korban terkait dengan keaslianya. Tentu hal tersebut
tidak mencerminkan manfaat atau kebahagiaan dalam masyarakat. dan juga hakim
hanya menjatuhkan putusan percobaan, tentu hal tersebut dapat meresahkan
masyarakat apabila ada yang mengalami kasus yang sama dan ingin adanya
penegakan hukum atas haknya yang dilanggar.
Secara garis besar putusan tersebut tidak mencerminkan adanya perlindungan
hukum dan juga adanya manfaat dari pasca terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini
manfaat dan kebahagiaan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak yaitu terdakwa.
Dimana seharusnya suatu manfaat dari adanya penegakan hukum tersebut didapat
dari kedua belah pihak.
61Ibid
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3. Tidak Terpenuhinya Keadilan
Seperti kita tahu bahwa hak merek termasuk dalam Hak atas Kekayaan
Intelektual (HAKI). HAKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap
krya yang ditimbulkan karena adanya kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu
pengetahuan dan juga teknologi. 62
Dalam pentingnya perlindungan mengenai HAKI karenabanya
yangberanggapan juga bahwa seorang yang telah mengeluarkan usaha kedalam
penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah
merek cipatakan. Dalam hal ini menekankan pada kejujuran dan keadilan. Karena
sudah barang tentu sebagai perbuatan yang tidak jujur dantidak adil karena telah
mencuri usaha seseorang tanpa sepertujuanya.63
Dalam deklarasi Hak Asasi Manusia se Dunia dalam pasal 27 ayat 2 (dua)
menyebutkan bahwa :64
“setiap orang memilik hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan
moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau
artistic dalam hal dia sebagai pencipta”
Dalam pasal tersebut ada pesan moral dimana hak tidak dapat dicabut lagi bagi para
penciptanya.
Banyak yang mengemukakan kenapa perlunya perlindungan terhadap suatu
Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya di bidang merek. Seperti yang
62Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Alumni, Bandung,  2003,  hlm 2
63Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomy Suryo, Op.cit, hlm 13
64Ibid, 14
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disebutkanoleh Robert C. Sherwood ada 5 (lima) teori mengenai perlindungan
Hak Atas Kekayaan Intelektual. Beberapa teori tersebut adalah :65
1. Reward Theory
Teori ini mengungkapkan perlu adanya pegakuan terhadap suatu kekayaan
intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu atau penciptanya.
2. Recovery Theory
Dalam teori ini dinyatakan bahwa penemu atau penciptanya yang telah
mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya
intelektual harus memperoleh kembali apayang telah dikeluarkanya.
3. Incentive Theory
Teori ini dikaitkan dengan pengembangan kreativitas dengan memberikan
insentif kepada para penemu atau penciptanya.
4. Risk Theory
Dalam teori dijelaskan bahwa suatu karya pasti mengandung resiko. Resiko
tersebut maksutnya dapat berupa kemungkinan orang lain mengambil
karyanya, atau orang lain dapat terlebih dahulu menemukan cara untuk
memperbaikinya. Dari hal tersebut tentu dirasa perlu adanya perlindungan
terhadap suatu karya intelektual.
5. Economic Growth Stimulus Theory
Dalam teori ini diakui bahwa perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual
merupakan alat untuk membangun perekonomian. Dengan adanya
65Sudaryat dan Rika Ratna Permata, Hak Kekayaan Intelektual, Oase Media, Bandung, 2010, hlm 19
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perlindungan yang jelas tentu perkembangan perekonomian juga akan kian
membaik.
Kita semua tahu bahwasanya HAKI sebagai kekayaan intelektual seseorang
tentu harus dilindungi keberadaanya demi terciptanya perlindungan hukum bagi yang
memilikinya. Hukum mengenai HAKI khususnya hak merek di Indonesia yang
terbaru diatur dalam Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Terdapat 3 (tiga) dasar pertimbangan yang merupakan latar belakang dan
sekaligus tujuan lahirnya undang-undang merek tahun 2001, antara lain :66
1. Dalam era perdagangan global, dengan konvensi-konvensi internasional yang
telah diratifikasi Indonesia, peran merek sangatlah penting terutama untuk
menjaga persaingan usaha yang sehat.
2. Untuk hal diatas maka diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek
guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat.
3. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud diatas dan memperhatikan
pengalaman dalam melaksanakan undang-undang Merek yang ada, dipandang
perlu mengganti undang-undang merek sebelumnya.
Hak atas merek dalam undang-undang merek tahun 2001 adalah hak ekslusif.
Seperti yang sudah sering kali disebutkan pada pembahasan sebelumnya.
Perlindungan terhadap merek sangatlah penting karena merek memnag digunakan
sebagai identitas si pemegang atau pemilik merek tersebut.
66Rachmadi Usman , Op.cit, hlm 314
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Ada beberapa prinsip mengenai perlindungan hak merek itu sendiri. Prinsip-
prinsip itu antara lain :67
1. Prinsip first to file (pendaftaran pertama). Prinsip ini menjelaskana bahwa
pendaftar pertama melalui pengajuan permohonan adalah pihak yang diakui
sebagai pemegang merek.
2. Merek yang didaftarkan tidak boleh mengakibatkan timbulnya kebingungan
dan penyesatan (“confusion/ verwarring”) dengan merek lain secara umum
telah terkenal dan dimiliki oleh pihak ketiga.
3. Prinsip cepat dalam penyelesaian hukum perkara merek. Upaya hukum yang
diajukan melalui pengadilan niaga, selanjutnya masing-masing dapat
dilakukan upaya hukum kasasi, tidak ada upaya banding.
4. Perlindungan merek dapat diperpanjang, sepanjang diajukan permohonan
perpanjangan yang dilakukan oleh pemilik merek.
5. Prinsip konstitutif, yang artinya hak atas merek hanya diberikan jika seseorang
sudah mendaftarkan mereknya.
6. Prinsip delik aduan. Dimana polisi akan melakukan tindakan apabla ada
laporan pelanggaran merek oleh pemegang merek.
Terhadap kasus merek bisa diselesaikan melalui berbagai cara. Ada yang
melalui jalur perdata dan juga melalui jalur pidana. Disini saya akan menjelaskan
yang melalui jalur pidana. Dalam tindak pidana merek, di undang-undang merek
tahun 2001 diatur dalam pasal 90 sampai dengan pasal 95.
67 Khoirul Hidayah,Op.cit, hlm 71
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Isi-isi pasal tersebut sebagai berikut :
1. Pasal 90 Undang-Undang Merek tahun 2001
“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek
yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak
lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).”
2. Pasal 91 Undang-Undang Merek tahun 2001
‘Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang
sama pada pokoknya dengan Merek terdaftarmilik pihak lain untuk
barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus jutarupiah).”
3. Pasal 92 Undang-Undang Merek tahun 2001
1) “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang
sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain
untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar,
dipidana denganpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang
sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis
3) milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang
yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus
jutarupiah).
4) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan
hasil pelanggaran ataupun pencantumankata yang menunjukkan bahwa
barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan
dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).”
4. Pasal 93 Undang-Undang Merek tahun 2001
“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang
dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga
dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal
barang atau asal jasatersebut, dipidana dengan pidana penjara paling
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lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”
5. Pasal 94 Undang-Undang Merek tahun 2001
1) “Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui
atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan
hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91,
Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah).
2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.”
6. Pasal 95 Undang-Undang Merek tahun 2001
“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91,
Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.”
Dalam putusan ini terdakwa didakwa telah melaanggar pasal 91 Undang-
Undang Merek tahun 2001. Yang pada intinya ia telah menggunakan Merek yang
sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau
jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
Di pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang yang melakukan tindakan tersebut
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Dalam putusan tersebut
terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana percobaan atau pidana bersyarat selama 1
(satu) tahun.
Tentu hal tersebut tidak mencerminkan tujuan hukum untuk membentuk
sebuah keadilan. Dimana dalam putusan juga sudah dijelaskan fakta-fakta yang
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terjadi dan sudah jelas dan meyakinkan terdakwa melakukan dengan sadar dan jelas
menerangkan bahwa ia melakukan pengambilan merek tersebut guna dapat membuat
merek yang akan dibuatnya bisa laku dipasaran.
Dalam pertimbangan, hakim juga membuat pertimbangan bahwa usaha
terdakwa adalah usaha kecil, tentu hal tesebut telah melanggar asas hukum yang
menyebutkan Equality before the law. asas tersebut sederhananya adalah bahwa
semua orang sama di depan hukum. Tentu dalam hal ini harusnya hakim
menyetarakan posisi baik terdakwa dan juga korban. Tidak ada pengecualian karena
semua orang di depan hukum adalah sama. Sehingga dengan begitu akan terjadi suatu
penegakan hukum yang berkeadilan.
Dengan dijatuhi hukuman percobaan atau bersyarat kepada terdakwa, tentu
dirasa tidak berkeadilan. Tujuan dari hukuman bersyarat memang baik yaitu untuk
pembelajaran, tetapi dalam prakteknya kebanyakan tidak dapat dimengerti oleh
khalayak umum. Karena putusan itu dipandang keliru dan dianggap sebagai putusan
bebas dari hukuman.
Jadi tentu dari putusan tersebut secara garis besar tidak mencerminkan
putusan yang menuju pada tujuan hukum yang mana tujuan hukum tersebut untuk






Dari  penulisan skripsi ini kita tahu bahwa implikasi dari penerapan pidana
percobaan atau pidana bersyarat kurang dapat mencapai apa dari tujuan adanya
hukum itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa hak merek termasuk dalam Hak Atas
Kekayaan Intelektual. Dalam hak kekayaan intelektual sifatnya miripdengan suatu
Hak Asasi Manusia, yaitu hak yang menempel pada diri suatu manusia.
Oleh karena itu sudah barang tentu penegakan hukum dalam masalah hak
kekayaan intelektual haruslah benar-benar ditegakan supaya setiap orang dapat
mengeluarkan kemampuan intelektualnya dengan adanya jaminan perlindunganya.
Dalam penulisan skripsi ini dijelaskan bahwa putusan tersebut tidak
mencerminkan terciptanya tujuan hukum. yaitu:
1. Terkesampingkanya Kepastian Hukum
Kepastian hukum dirasa memang sangat penting untuk menegakan hukum
karena kepastian hukum merupakan sesuatu yang harus ada apabila keadilan dan
ketenteraman hendak dicapai. Kepastian hukum dalam hal ini adalah dengan adanya
perundang-undangan yang jelas dan juga perundang-undangan tersebut harus
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diterapkan dengan baik dan benar oleh hakim. Dalam perkara yang terdapat pada
skripsi ini kepastian hukum tersebut tidak dapat tercapai.
2. Tidak Terpenuhinya Asas Kemanfaatan
Tujuan adanya hukum salah satunya harus ada manfaat dan kebahagiaan
dalam masyarakat. Sedangkan dalam perkara yang dibahas dalam skripsi ini secara
garis besar putusan tersebut tidak mencerminkan adanya kemanfaatan yang timbul
dengan adanya putusan tersebut. Dalam kondisi tersebut manfaat dan kebahagiaan
hanya dapat diterima oleh salah satu pihak yakni terdakwa. yang mana seharusnya
manfaat tersebut seharusnya dapat dirasakan oleh kedua pihak.
3. Tidak Terpenuhinya Keadilan
Hukum juga bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan dalam masyarakat.
Dalam permasalahan di skripsi ini, hakim menjatuhkan pidana percobaan ataupidana
bersyarat kepada terdakwa. dengan berbagai petimbangan. Dan bahkan
mempertimbangkan bahwa terdakwa merupakan usaha kecil. Tentu itu tidak sesuai
dengan adanya asas Equality Before The Law. Dimana semua orang samadihadapan
hukum. dan pertimbangan itu keliru karena memang terdakwa dalam fakta
dipersidangan dengan jelas dan sadar berniat melakukan tindak pidana tersebut. Tentu
dengan hanya dijatuhi pidana percobaan, hal tersebut tidakmencerminkan adanya
keadilan dengan apa yang telah terdakwa perbuat dan akibat yang ditimbulkanya.
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B. SARAN
Penggunaan pidana percobaan atau pidana bersyarat seharusnya lebih hati-
hati. Pidana tersebut hendaknya dijatuhkan sesuai denganapa yang ditimbulkan dan
diakibatkan oleh terdakwa. dan sangat tidak relevan apabila hal ini dijatuhkan pada
pelaku tindak pidana merek yang pelaku itu sendiri memenuhi syarat sebagai
terdakwa dan juga akibat yang ditimbulkan merugikan banyak orang.
Dalam kenyataan pelaksanaan pidana percobaan atau pidana bersyarat ini
masyarakat beranggapan penjatuhan pidana percobaan atau pidana bersyarat ini
adalah putusan bebas dari hukuman.Jadi bagi masyarakat hendaknya di beri
pengarahan dan penjelasan mengenai apa itu hukuman pidana percobaan atau pidana
bersyarat dan juga pelaksanaan hukuman tersebut, sehingga penggunaan hukuman
tersebut tidak sia-sia dan dapat dijalankan dengan baik oleh masyrakat itu sendiri.
Dan bagi para penegak hukum khususnya hakim, seharusnya lebih jeli
mengenai penjatuhan suatu putusan. Putusan tersebut harus dirasa mengacu pada
tujuan adanya suatu hukum, yaitu tujuan terciptanya kepastian hukum, kemanfaatan
hukum, dan juga keadilan hukum. Terlebih dalam suatu peristiwa pidana hak merek,
Merek merupakan suatu hak kekayaan atas intelektual seseorang yang harus
dilindungi keberadaanya.
Karenakurang tepat jika pidana percobaan atau pidana bersyarat digunakan
dalam permasalahan mengenai tindak pidana merek. Terlebih pelaku bukan
dikategorikan anak, pelaku juga sehat jasmani rohaninya. Seharusnya hakim tetap
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mengacu dengan apa yang sudah terdapat dalam undang-undang merek tahun 2001.
Dimana orang yang melakukan suatu tindak pidana merek sudah diatur hukuman
pidananya di dalam pasal 90 sampai dengan pasal 95 Undang-Undang Merek tahun
2001.
Pada intinya hukuman pidana percobaan atau hukuman pidana bersyarat
tersebut tidak cocok digunakan dalam kasus tindak pidana merek. Dan semua harus
mengacu terhadap undang-undang yang sudah ada dimana yang berlaku saat ini
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